BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.461, 2013 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Penatausahaan. Keuangan.
Administrasi.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 143/UM.001/MPEK/2012
TENTANG
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan dan perubahan
organisasi Kementerian serta untuk mewujudkan
efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi keuangan
negara, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/KU.202/
MKP/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan di lingkungan Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif tentang Penatausahaan Keuangan di Lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.461

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.563/
KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan dan
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan
Pelaporannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2006
tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
sehubungan dengan Pembayaran atas penyerahan
barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan
usaha di bidang lain;
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN Dl
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pejabat Eselon | adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direktur Jenderal, Kepala Badan dan pejabat yang setingkat lainnya.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi
di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan Kementerian
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah
Kepala dari suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.

Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat Eselon Il di lingkungan
Kementerian.

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT
adalah Kepala dari suatu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA, adalah
Menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran/pengguna
barang pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA,
adalah pejabat Eselon | atau Kepala Satker yang ditunjuk/diangkat
dengan Keputusan Menteri untuk bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran/barang pada satuan kerjanya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK,
adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas
permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN
adalah Pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja
yang ditetapkan.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN
pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat dengan
BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak
guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
dengan APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan
DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Pengguna Anggaran
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yang disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai acuan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sebagai
pelaksanaan APBN.

Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan
POK, adalah merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang merupakan pencerminan dari Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) yang dibuat oleh
Menteri.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
dengan KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau
pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara
dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral
Giro yang ditunjuk.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP, adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
satuan kerja atau pembiayaan pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan TUP,
adalah merupakan uang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu)
bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat dengan PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS
adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat
keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui
Penandatangankan Surat Perintah Membayar Langsung.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
dengan SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam
rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara
Pengeluaran.
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